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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan hal sangat sakral yang dilakukan oleh dua 

insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga dengan 

diawali sebuah akad yang suci dengan tujuan suci dan menjadikan 

pernikahan merupakan suatu ibadah yang memerlukan niat yang tulus ikhlas. 

Akad disebut dengan ijab dan kabul dengan mempunyai makna yang dalam, 

ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul 

berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, kabul sebagai 

lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah.
1
 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 3 telah disebutkan bahwa:  

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.
2
 

 

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 

disebutkan bahwa:  

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang prtia dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.
3
  

                                                             
1
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Keluarga harmonis tentu menjadi keinginan setiap orang untuk 

mencapainya. Bukan hanya mencapai tingkat keharmonisan tertentu, akan 

tetapi seseorang mendapat kenikmatan hidup secara wajar dan 

menyenangkan karena tercukupi kebutuhan dari segi material dan immaterial.  

Islam menganjurkan pernikahan, karena merupakan jalan yang paling 

sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks), karena 

itu diantara hak kemanusiaan yang harus direalisasikan adalah masalah 

“seksual” suami istri untuk menerapkan hukum yang diperintahkan oleh 

Allah SWT yaitu antara menggauli dengan baik atau menceraikannya dengan 

baik pula. Istri mempunyai hak atas suaminya dalam masalah harta, yakni 

pemberian mahar dan nafkah. Mempunyai hak dalam masalah fisik, yakni 

digauli dan diberi kesenangan batin dimana apabila ikatan suami bersumpah 

untuk tidak mendekatinya, maka pertalian perkawinan dapat saja terputus 

diantara keduanya menurut Ijma. Begitupun jika suami impoten yang tidak 

memungkinkan dapat menggaulinya, Istri berhak meminta talak, mengingat 

menggauli istri adalah wajib hukumnya sebagaimana pendapat sebagian 

besar ulama.
4
 

Perilaku destuktif dalam rumah tangga atau sering disebut dengan 

kekerasan dalam rumah tangga seringkali ditemukan didalam sebuah 

perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya 

                                                             
4
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perceraian. Tindak kekerasan rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, lingkungan, psikologi dan 

sebagainya.
5
  

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-

verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap 

sesorang atau sekelmpok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif 

baik secara fisik, emosional maupun psikologis kepada orang yang menjalani 

sasarannya.
6
 

Undang-Undang  No. 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud adalah tindakan terhadap 

seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya atau  penderitaan  

secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk  

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oleh 

karena itu, setiap  warga  negara  berhak mendapatkan  rasa  aman  dan  

bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan  sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga 

lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan marital rape atau 

                                                             
5
 Muhammad Khambali, Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian Dengan Alasan 
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6
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No.912/Pid/B/011/PN.Bgl), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Jakarta: 2018), h. 6. 
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diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga. Marital 

Rape itu sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di masyarakat 

dimana dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang 

terjadi dalam perkawinan dimana pada posisi seorang suami yang memaksa 

dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat 

istri tidak menghendakinya atau disaat istri tidak mengehendaki melakukan 

hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri.
7
 

Indikator utama yang membedakan antara marital rape dengan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga jenis lain adalah terletak pada unsur 

„pemaksaan‟ dan „hubungan seksual‟ sebagai dua indikator kunci. Secara 

umum melalui, pemaksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk 

berperilaku secara spontan tindakan atau tidak bertindak dengan 

menggunakan ancaman, intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau 

kekuatan. Secara praktis, pemaksaan bisa berwujud kata-kata kasar, 

menghardik, menyeret, intimidasi mental, menyakiti fisik, dan lain  

sebagainya. Dalam kasus marital rape, pemaksaan tersebut dilakukan dalam 

rangka realisasi kontak. Artinya, jika yang terjadi hanya pemaksaan dan 

kekerasan, misalnya kata-kata kasar atau bahkan pemukulan, namun bukan 

                                                             
7
 Simson Ruben, ”Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang 

Hukum Pidana”, Lex Crimen, Vol. IV, No. 5, (Juli 2015). h. 95. 
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dalam rangka realisasi hubungan seksual, maka perbuatan tersebut hanya 

masuk kategori delik kekerasan fisik atau psikis.
8
 

Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau 

disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personak sebanyak 

79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI)) 

Menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam 

pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi ketiga adalah kekerasan 

terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah 

kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja 

rumah tangga.
9
 

Data kekerasan terhadap perempuan dari Badan Peradilan Agama, 

sejak 2017 Badilag mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih 

spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap 

perempuan. Masih sama seperti tahun sebelumnya, data Pengadilan Agama 

menunjukkan penyebab perceraian tersebar adalah perselisihan berkelanjutan 

terus menerus sebanyak 176.683 kasus. Kedua terbesar adalah ekonomi 

sebanyak 71.194 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak 34.671 

kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT 3.271 kasus. 

                                                             
8
 Zikri Darussamin dan Armansyah, ”Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian 

Kajian Maqasid Syari‟ah”,  Jurnal Al-Ahwal, Vol XII, No. 1 (2019), Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 89. 
9
 CATAHU (Catatan Akkhir Tahunan) Komnas Perempuan, Perempuan dalam 

Hampitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan 

Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), h. 13. 
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Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU), angka 

marital rape pada tahun 2020 turun dibanding tahunn sebelumnya. Marital 

rape pada tahun 2020 turun menjadi 57 kasus dibanding data kasus tahun 

2019 yang mencapai 100 kasus yang dilaporkan. Lalu pada tahun 2018 yang 

mencapai 192 kasus yang dilaporkan. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 

172 kasus yang dilaporkan, dan 2016 terdapat 135 kasus.
10

  

Turunnya tingkat marital rape seharusnya tidak membuat masyarakat 

menjadi lengah, karena pada kenyataannya kekerasan terhadap istri masih 

menjadi kekerasan di ranah personal dengan tingkat paling tinggi setiap 

tahunnya. Selain itu, masih banyak kekerasan terhadap perempuan yang perlu 

dihadapi untuk menciptakan ruang aman bagi semua perempuan disetiap 

ruang dan waktu. 

Ketiadaan aturan yang ada ini mengakibatkan sebagian masyarakat 

muslim memandang perilaku kekerasan seksual yang umumnya dilakukan 

suami terhadap istri dianggap wajar dengan dilegitimasi melalui pemahaman 

dalil agama. Sejumlah pernyataan yang kerap dilontarkan sebagai pembenar, 

antara lain adalah bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang 

menjadi kewajiban istri dan istri wajib patuh kepada suaminya, karena 

                                                             
10

 CATAHU (Catatan Akkhir Tahunan) Komnas Perempuan 2016-2020 pada 5 

Maret 2021, h. 16. 
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hubungan seksual yang dipaksakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang 

dibenarkan dalam agama.
11

 

Sedangkan sudah ada beberapa perkara perceraian yang didalamnya 

memuat kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, salah satunya 

perkara putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1880/Pdt.G/2019/PA.Bks. 

Kasus dari perkara tersebut terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat. Lalu 

bagaimana Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1880/Pdt.G/2019/PA.Bks 

yang menerapkan perceraian dari putusan kekerasan seksual terkait pada 

permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

membahas permasalahan tersebut dengan latar belakang diatas penulis 

mencoba mengadakan penelitian dengan menyajikannya dalam bentuk 

skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 

TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI” 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1880/Pdt.G/2019/PA.Bks). 

 
 

B. Perumusan Masalah 

Dari Pokok Permasalahan diatas, penulis dapat mengambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                             
11

 Zikri Darussamin dan Armansyah, ”Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian 

Kajian Maqasid Syari‟ah”,  Jurnal Al-Ahwal, Vol XII, No. 1 (2019), Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 85. 
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1. Tinjuan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim 

dalam Upaya Memutuskan Perkara Perceraian dalam Kekerasan Seksual 

Hubungan Suami Istri? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian dalam 

kekerasan seksual hubungan suami istri dalam putusan 

No.1880/Pdt.G/2019/PA.Bks? 

3. Bagaimana dampak hukum dalam putusan No.1880/Pdt.G/2019/PA.Bks? 

 

C. Fokus Penelitian 

Penulis memfokuskan penelitian tersebut pada putusan No. 

1880/Pdt.G.2019/PA.Bks di Pengadilan Agama Bekasi dan melakukan 

wawancara dengan hakim yang berhubungan dengan perkara tersebut.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai pada pokok masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui Tinjuan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap 

Pertimbangan Putusan Hakim dalam Upaya Memutuskan Perkara 

Perceraian dalam Kekerasan Seksual Hubungan Suami Istri. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian 

dalam kekerasan seksual hubungan suami istri dalam putusan 

No.1880/Pdt.G/2019/PA.Bks. 
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3. Untuk mengetahui dampak hukum dalam putusan 

No.1880/Pdt.G/2019/PA.Bks. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan pengetahuan dibidang Munakahat/Hukum Keluarga 

khususnya tentang kekerasan seksual dalam hubungan suami istri 

b. Untuk Mengetahui bagaimana ketetapan Hukum Islam dan 

Perundang-undangan tentang kekerasan seksual dalam hubungan 

suami istri. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai masukan bagi masyarakat, membaca, serta orang-orang 

yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan 

dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam tinjauan 

hukum islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT dalam 

hubungan seksual suami istri putusan No. 1880/Pdt.G/2019/PA.Bks. 

b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H., pada Fakultas 

Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 
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F. Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Berdasarkan dengan tema yang diambil oleh penulis, maka penulis 

menemukan beberapa literatur skripsi yang relavan dengan judul penelitian 

yang akan penulis laksanakan, penelitian terdahulu yang relavan adalah 

sebagai berikut: 

No Nama Penulis/ Judul/ 

Perguruan Tinggi/ 

 Tahun 

Substansi 

Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan 

Dengan  

Penulis 

1. Muhammad Yunus/ Marital 

Rape (Perkosaan Dalam 

Perkawinan) Ditinjau Dari 

Perspektif Hukum Islam 

dan Hukum Indonesia 

(Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Bangil 

No.912/Pid/B/011/PN.Bgl)/ 

Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta/ 2018.  

Perimbangan putusan 

Hakim dalam 

Pengadilan Negeri 

Bangil No. 

912/Pid/B/2011/PN.Bgl, 

tentang hukuman bagi 

pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual 

dalam rumah tangga 

adalah menggunakan 

pasal 46 sebagai 

tuntutan primair dan 

pasal 44 ayat (1) dan 

ayat (4) UU No. 23 

tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga 

sebagai tuntutan 

Yunus lebih mengarah 

Majelis Hakim 

memutuskan putusannya 

yaitu terdakwa telah 

terbukti secara sah 

dengan kesalahan 

melakakukan tindak 

pidana kekerasan seksual 

dalam rumah tangga, 

sedangkan penulis lebih 

mengarah Majelis Hakim 

memutuskan putusannya 

yaitu telah 

dikabulkannya 

penguguat untuk bercerai 

terhadap tergugat dengan 

alasan kekerasan seksual 
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subsidair.
12

 dalam rumah tangga. 

2. Minda Putri Sonia/ Marital 

Rape Sebagai Alasan 

Perceraian/ Universitas 

Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta/ tahun 

2021 

legal reasoning Majelis 

Hakim dalam 

memeriksa dan 

memutus perkara No. 

2644/Pdt.G/2012/PA.JS 

adalah Pasal 19 ayat 

huruf (d) dan (f) 

Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (d) dan 

(f) Kompilasi Hukum 

Islam. Selain itu, 

Majelis Hakim juga 

menghubungkan 

tergugat melanggar 

Pasal 5 huruf (a) dan (b) 

UU No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga,.
13

 

Minda Putri Sonia 

meneliti 2 putusan 

Majelis hakim dengan 

pasal 116 huruf (f) yang 

sehausnya lebih sesuai 

jika mengunakan pasal 

116 huruf (d), sedangkan 

penulis lebih mengarah 

Majelis Hakim 

memutuskan putusannya 

yaitu telah 

dikabulkannya 

penguguat untuk bercerai 

terhadap tergugat dengan 

alasan kekerasan seksual 

dalam rumah tangga. 

3.  Muhammad Rosyid Ridho/ 

Tindakan Pemerkosaan 

Dalam CATAHU 

Komnas Perempuan 

Membahas tinjauan 

hukum Islam dan UU P-

                                                             
12

 Muhammad Yunus, Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil 

No.912/Pid/B/011/PN.Bgl), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah,  Jakarta: 2018), h. 70. 
13

 Minda Putri Sonia,  Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian, (Skripsi Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,  Jakarta: 2021), h. 65. 



12 

 

Suami Terhadap Istri 

(Marital Rape) Dalam 

Tinjauan Hukum Islam dan 

UU No. 23 Tahun 2004 

Tentang P-KDRT (Studi 

Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan Tahun 2016-

2018)/ Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo/ 

2021.  

bentuk  marital rape  

seperti  pemaksaan 

hubungan seksual ketika 

istri sedang haid,  ketika 

istri sedang sakit,  

pemaksaan melakukan 

anal  ataupun oral  seks 

dan  melakukan 

hubungan seksual 

dengan  cara-cara tidak 

manusiawi.
14

 

KDRT terhadap status 

hukum pemerkosaan 

dalam perkawinan 

dengan studi Catatan 

Tahunan Komnas 

Perempuan Tahun 2016-

2018, sedangkan penulis 

lebih membahas tinjauan 

hukum Islam dan hukum 

Positif marital rape 

dalam putusan No. 

1880/Pdt.G/2019/PA.Bks 

di Pengadilan Agama 

Bekasi 

 

G. Kerangka Pemikiran 

1. Indonesia Sebagai Negara Hukum 

Hukum positif merupalkaln alsals daln kalidalh hukum yalng berlalku 

salalt ini, berbentuk deallalm lisaln malupun tulisaln yalng keberlalkualn 

hukum tersebut mengikalt secalral khusus daln umum yalng ditegalkkaln oleh 

lembalgal peraldilaln altalu pemerintalhaln yalng hidup dallalm sualtu negalral. 

Sebalgali contoh untuk di Indonesial misallnyal persoallaln perdaltal dialtur 

                                                             
14

 Muhammad Rosyid Ridho, Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri 

(Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT 

(Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018), I(Skripsi Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur: 2021),  h. 103. 



13 

 

alntalral lalin dallalm KUH Perdaltal, sedalng persoallaln pidalnal dialtur melallui 

KUH Pidalnal daln sebalgalinyal. 

Konsep negalral hukum Indonesial yalng tertualng dallalm UUD 1945 

bukalnlalh alsli dalri balngsal Indonesial. Konsep ini merupalkaln produk yalng 

diimpor altalu sualtu balngunaln yalng dipalksalkaln dalri lualr (imposed from 

outside) yalng dialdopsi daln ditralnsplalntalsi lewalt politik konkordalnsi 

koloniall Belalndal.
15

 Meskipun konsep negalral hukum tersebut halsil aldopsi 

dalri negalral lalin. Alkaln tetalpi konsep negalral hukum Indonesial berbedal 

dengaln konsep negalral hukum Belalndal sebalgali negalral alsall aldopsi altalu 

balhkaln konsep-konsep hukum negalral balralt lalinnyal. 

2. Teori Syalhaldalh Imalm Syalfi‟i 

Teori Syalhaldalh altalu disebut jugal teori kredo yalitu teori yalng 

menghalruskaln pelalksalnalaln hukum Islalm oleh merekal yalng telalh 

mengucalpkaln dual kallimalh syalhaldalt sebalgali konsekuensi logis dalri 

pengucalpaln kredonyal.
16

 Teori ini sesungguhnya l nyal merupalkaln 

kelalnjutaln dalri prinsip ta luhid dallalm filsa lfalt hukum Isla lm. prinsip ta luhid 

yalng menghenda lki setia lp oralng yalng menya ltalkaln dirinya l berimaln 

                                                             
15

 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 7. 
16

 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas 

Syariah IAILM, 2009), h. 133. 
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kepaldal kemalhalesalaln Alllalh malkal ial halrus tunduk da ln talalt kepaldal Alllalh 

SWT sekalligus ta lalt kepaldal Ralsulullalh SAlW daln sunnalhnyal.
17

 

3. Pernikalhaln 

Menurut Alhmald Alshalr Balshir, Pernikalhaln aldallalh melalkukaln 

sualtu alkald altalu perjalnjialn untuk mengikaltkaln diri alntalral seoralng lalki-

lalki daln walnital untuk menghallallkaln hubungaln kelalmin alntalral kedual 

belalh pihalk, dengaln dalsalr sukalrelal daln keridhalaln kedual belalh pihalk 

untuk mewujudkaln sualtu kebalhalgialaln hidup berkelualrgal yalng diliputi 

ralsal kalsih salya lng daln ketentralmaln dengaln calral-calral yalng diridhali oleh 

Alllalh. Sedalngkaln menurut Salyid Salbiq, perkalwinaln merupalkaln “saltu 

sunaltullalh yalng berlalku paldal semua l malkhluk Tuhaln, balik malnusial, 

hewaln malupun tumbuhaln”.
18

 

Uraian diatas dapat diluruskan balhwal Pengertialn Pernikalhaln altalu 

Perkalwinaln aldallalh perjalnjialn alntalral callon sualmi daln callon isteri untuk 

membolehkaln bergalul sebalgali sualmi isteri gunal membentuk sualtu 

kelualrgal. Dallalm Islalm tidalk disebutkaln baltalsaln palsti usial perkalwinaln, 

halnyal saljal perkalwinaln dalpalt dilalngsungkaln alpalbilal mencalpali usial 

balligh. Berbedal dengaln di Indonesial yalng menurut peralturaln perundalng-

                                                             
17

 Muhammad Mas‟ud, dkk., “Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum 

Islam di Indonesia”, dalam Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya, Vol. 14 

No. 1 (Januari-Juni 2020) Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, h. 56. Diunduh Pada 4 

Juni 2021. 
18

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, 

h. 10. 
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undalngaln ya lng berlalku ditentukaln baltals minimall usial boleh 

melalngsungkaln pernikalhaln ya lkni 19 talhun balgi prial daln 16 talhun balgi 

walnital yalkni sesuali dengaln Palsall 7 alyalt (1) “Perkalwinaln halnyal 

diizinkaln alpalbilal prial sudalh mencalpali umur 19 (sembilaln belals) talhun 

daln pihalk walnital sudalh mencalpali 16 (enalm belal ) talhun”. 

4. Teori Malritall Ralpe (kekeralsaln seksuall sualmi istri) 

 Malritall Ralpe aldallalh perkosalaln yalng terjaldi alntalral sualmi istri dallalm 

hubungaln perkalwinaln. Aldalpun malksud dalri pemerkosalaln itu sendiri 

aldallalh pemalksalaln untuk melalkukaln alktivitals seksuall oleh sualmi 

terhaldalp istri altalu seballiknyal. Sedalngkaln pengertialnnyal secalral umum 

yalng dipalhalmi oleh berbalgali kallalngaln tentalng malritall ralpe aldallalh istri 

yalng mendalpalt tindalk kekeralsaln seksuall oleh sualmi dallalm perkalwinaln 

altalu rumalh talnggal. Dallalm hall ini pemalksalaln tersebut talnpal persetujualn 

daln pertimbalngaln alkaln kondisi yalng diallalmi istri.
19

 

Dijelaskan pengertialn dialtals balhwal malritall ralpe aldallalh 

perbualtaln pemerkosalaln terhadalp seoralng istri kalrenal aldal unsur-unsur 

pemalksalaln, alncalmaln, kekeralsaln, yalng berdalmpalk buruk terhaldalp istri 

balik dalri segi fisik malupun psikis. Hal ini dialnggalp perbualtaln pidalnal 

disalmping mela lnggalr halk alsalsi malnusial. 
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 Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia",  Jurnal 

Al Ulum, 2, Desember, (2010), h, 341. 



16 

 

5. Teori Alnallisis Putusaln 

Alnallisis menurut KBBI aldallalh penguralialn sualtu pokok dalri 

berbalgali balgialn, penelalalhaln balgialn itu sendiri daln jugal hubungaln alntalr 

balgialn demi memperoleh pengertialn yalng tepalt daln pemalhalmaln secalral 

keseluruhaln.
20

 

Secalral umum, pengertia ln alnallisis a ldallalh alktivita ls yalng terdiri 

dalri sera lngkalialn kegia ltaln seperti, mengura li, membeda lkaln daln memila lh 

sesualtu untuk dikelompokka ln kemballi menurut kriteria l tertentu da ln 

kemudia ln dicalri kalitalnnyal lallu dita lfsirkaln malknalnyal. 

Menurut Gorys Keralf, alnallisis aldallalh sebualh proses untuk 

memecalhkaln sesualtu kedallalm balgialn-balgialn ya lng salling berkalitaln saltu 

salmal lalinnyal.
21

 

Menurut beberalpal alhli hukum berpendalpalt mengenali putusaln 

halkim/putusaln pengaldilaln, beberalpal dialntalralnyal menurut Sudikno 

Mertokusumo, putusaln halkim aldallalh sualtu pernyaltalaln yalng oleh halkim, 

sebalgali pejalbalt Negalral yalng diberi wewenalng untuk itu, diucalpkaln di 

persidalngaln daln bertujaln untuk mengalkhri altalu menyelesalikaln sualtu 

perkalral altalu sengketal alntalral pihalk.
22

 

                                                             
20

 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pengertian Analisis, 

https://kbbi.kemendikbud.go.id. 
21

 Syafnidawaty, Analisis, (Universitas Raharja: 14 November 2020) raharja.ac.id. 
22

 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty. 

2007), h. 210. 
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Berdalsalrkaln pengertialn tersebut, balhwal putusaln halkim aldallalh 

kesimpulaln altalu halsil alkhir dallalm bentuk tertulis yalng dialmbil oleh 

halkim sebalgali pejalbalt negalral yalng diberikaln wewenalng untuk 

menyelesalikaln altalu mengalkhiri sualtu perkalral gugaltaln kalrenal aldalnyal 

sengketal (kontentius) alntalral pihalk-pihalk yalng berperkalral daln halrus 

diucalpkaln dallalm sidalng yalng terbukal untuk umum.
23

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode  penelitialn  merupalkaln  calral  ilmialh  untuk  mendalpaltkaln  

daltal  dengaln  tujualn  daln  kegunalaln  tertentu.
24

 Metode  ini  berfungsi  

sebalgali calral untuk  mengerja lkaln  daln  menga lralhkaln  sebualh  penelitia ln  

supalyal  mendalpaltkaln  halsil  ya lng  optima ll.  Metode  penelitia ln  skripsi  ini  

dalpalt dijelalskaln sebalgali berikut: 

1. Pendekaltaln daln Jenis Penelitia ln 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang bersifat lapangan (field research) dengan menggunakan 

pendekaltaln Yuridis Norma ltif, yalitu sua ltu pendeka ltaln untuk menemuka ln 

alpalkalh sualtu perbualtaln hukum itu sesua li dengaln perundalng-undalngaln 

yalng berlalku altalu tidalk. Kalrenal dengaln pendekaltaln ini bisa l mengeta lhui 

                                                             
23

 Muhammad Burhanudin, Analisis Putusan Pengadilan No: 

179/PDT.G/2011/PTA.BDG. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil, Adliya, Vol. 9 No. 1, 

Edisi: Januari-Juni 2015, h. 26. 
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metods), (Bandung: 

ALFABETA CV, 2013), h. 3. 
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semual hall tentalng pela lksalnalaln penetalpaln percera lialn kalrenal kekeralsaln 

seksuall di Penga ldilaln Algalmal. Sehingga l daltal yalng diperoleh bisa l 

bervalrialsi daln lengkalp. 

Metode  penelitialn kuallitaltif  jugal  merupalkaln  metode  penelitialn  

yalng  lebih menekalnkaln paldal alspek pemalhalmaln secalral mendallalm 

terhaldalp sualtu  malsallalh  dalripaldal  melihalt  permalsallalhaln  untuk  

penelitialn generallisalsi. Metode  penelitialn  ini  lebih  sukal  menggunalkaln 

teknis  alnallisi  mendallalm  (in-depth  alnallysis),  yalitu  mengkalji malsallalh  

secalral  kalsus  perkalsus  kalrenal  metodologi  kuallitaltif kalrenal  balhwal  

sifalt  sualtu  malsallalh  saltu  alkaln  berbedal  dengaln sifalt dalri malsallalh 

lalin.
25

 

2. Sumber Daltal 

Sumber daltal dallalm penelitialn ini dikelompokkaln menjaldi dual 

balgialn, alntalral lalin: 

a. Daltal Primer 

yalitu da ltal yalng diproleh lalngsung dalri sumbernya l terkalit 

dengaln permalsallalhaln yalng alkaln dibalhals. Sumber da ltal diperoleh da lri 

lalpalngaln mela llui walwalncalral dengaln halkim di Penga ldilaln Algalmal 

Bekalsi, observalsi malupun lalporaln dallalm bentuk dokumen -dokumen 

resmi ya lng kemudia ln di olalh oleh peneliti. 

                                                             
25
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b. Daltal Sekunder 

Daltal  sekunder  merupalkaln  daltal  talmbalhaln  yalng digunalkaln  

untuk  melengkalpi  daltal  primer.  Daltal sekunder  diperoleh  dalri  

literaltur  yalng  berkalitaln dengaln malritall ralpe seperti  dalri  buku,  

jurnall,  kalryal  ilmialh, kalryal tulis la linnyal yalng berkalitaln dengaln 

skripsi ini da ln putusaln perkalral No. 1880/Pdt.G/2019/PAl.Bks. 

3. Wilalyalh Penelitia ln 

Dallalm Peenelitialn ini penulis mengalmbil lokalsi penelitialn di 

Pengaldilaln Algalmal Bekalsi, kalrenal berdalsalrkaln sumber daltal yalng 

diperlukaln salngalt memungkinkaln untuk diteliti. 

4. Teknik Pengumpula ln Daltal 

a. Observalsi 

Observalsi aldallalh merupalkaln penelitialn dengaln melalkukaln 

pengalmaltaln menyeluruh paldal sebualh kondisi tertentu, tujualn peneliti 

ini untuk mengalmalti daln memalhalmi perilalku kelompok malupun 

individu paldal kealdalaln tertentu.
26

 Observalsi lalngsung kelalpalngaln 

yalitu kepaldal halkim di Pengaldilaln Algalmal Bekalsi, mengumpulkaln 

informalsi yalng dibutuhkaln penulis. 

b. Walwalncalral 

Walwalncalral aldallalh proses untuk memperoleh da ltal-daltal dalri 

halsil komunika lsi yalng berlalngsung alntalral pewalwalncalral dengaln  

                                                             
26

 Andra Tersiana, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Start Up, 2018), h.12. 
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oralng ya lng diwalwalncalrali mengena li pokok-pokok permalsallalhaln  

malritall ralpe. Responden dallalm penelitia ln ini aldallalh dengaln halkim 

yalng  terlibalt  lalngsung dallalm proses memutuska ln perkalral nomor 

No. 1880/Pdt.G/2019/PAl.Bks. 

c. Dokumentalsi 

Dokumentalsi  aldallalh  sualtu  kegialtaln  untuk melalkukaln  

pencalrialn, penyelidikaln,  pengumpulaln, pengualsalaln,  pemalkalialn  

daln  penyedialaln  dokumen terhaldalp  sualtu  perihall  tertentu.
27

 Dallalm  

hall  ini  peneliti menggunalkaln  teknik  pengumpulaln daltal  berupal  

teori-teori yalng berkalitaln dengaln permalsallalhaln malritall ralpe. 

5. Teknik Alnallisis Da ltal 

Alnallisis  da ltal  berfungsi  untuk menginterprestalsikaln  daltal-daltal  

yalng  aldal  kemudialn  dalta-ldaltal tersebut dialnallisis. Kalrenal dengaln 

mengalnallisis daltal-daltal yalng aldal, malkal dengaln itu Penulis dalpalt 

memperoleh jalwalbaln dalri permalsallalhaln Penulisaln ini. Daltal yalng  

didalpaltkaln  dalri  proses  penelitialn  balik itu berupal daltal primer malupun 

daltal sekunder dialnallisisis secalral kuallitaltif, dengaln tujualn untuk 

mencalpali kejelalsaln daln galmbalraln dallalm permalsallalhaln yalng alkaln 

diteliti. Paldal  penelitialn  ini  penulis  lebih  meneka lnkaln paldal  

                                                             
27
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pertimbalngaln halkim terhaldalp malritall ralpe paldal putusaln perkalral No. 

1880/Pdt.G/2019/PAl.Bks.  

6. Pedomaln Penulisa ln 

a. Buku Pedoma ln Penulisa ln Skripsi UIN Sulta ln Malulalnal Halsalnuddin 

Balnten 2021 

b. Penulisa ln alyalt-alyalt All-Qur‟aln yalng berpedoma ln kepaldal All-Qur‟aln 

daln terjema lhalnnyal, Depalrtemen Republik Indonesial. 

c. Penulis  Haldis  di  lalkukaln  dengaln  mengutif  dalri  kitalb-kitalb  

haldis,  alkaln  tetalpi  jikal  kitalb  tidalk  di temukaln malkal penulis 

mengutif dalri buku -buku daln internet yalng memua lt tenta lng haldis 

tersebut. 

I. Sistematika Pembahasan 

Dallalm penyusunaln kalrya l ilmialh ini sistemaltikal pembalhalsaln yalng di  

gunalkaln meliputi beberalpal balb, kemudialn tialp-tialp balb di balgi  menjaldi 

beberalpal sub. Aldalpun sistemaltikal pembalhalsaln tersebut meliputi: 

BAlB I :  Pendalhulualn, Dallalm  ba lb  ini  penulis  mendeskripsika ln 

tenta lng  laltalr belalkalng  ma lsallalh, rumusaln malsallalh, fokus 

malsallalh, tujualn penelitialn, malnfalalt  penelitia ln,  penelitia ln  

terdalhulu  yalng releva ln,  kera lngkal  pemikira ln,  metode 

penelitia ln daln sistema ltikal penulisa ln. 

BAlB II : Kondisi Objektif Penga ldilaln Algalmal Bekalsi, balb ini berisi 

tenta lng Sejalralh Pengalilaln Algalmal Bekalsi, Letalk Geogra lfis 
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Pengaldilaln Algalmal Bekalsi, Visi da ln Misi Pengaldilaln Algalmal 

Bekalsi, Struktur Orga lnisalsi Penga ldilaln Algalmal Bekalsi, daln 

Rualng Lingkup Wewena lng Pengaldilaln Algalmal Bekalsi. 

BAlB III :  Konsep Malritall Ralpe, balb ini berisi tenta lng Konsep Malritall 

Ralpe dallalm Hukum Isla lm, Malritall Ralpe dallalm UU No. 23 

Talhun 2004 tenta lng Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Malritall Ralpe dallalm Perbalndingaln Hukum Isla lm daln 

UU No. 23 Ta lhun 2004 tenta lng Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga, da ln Falktal/Fenomena l Malritall Ralpe. 

BAlB IV : Halsil daln Pembalhalsaln, balb ini berisi halsil penelitialn yalng 

membalhals Tinjuan ukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Upaya 

Memutuskan Perkara Perceraian dalam Kekerasan Seksual 

Hubungan Suami Istri pertimbalngaln halkim dallalm memutuskaln 

perkalral perceralialn kekeralsaln seksuall hubungaln sualmi istri 

diputusaln No.1880/Pdt.G/2019/PAl.Bks, daln dalmpalk hukum 

dalri putusaln No.1880/Pdt.G/2019/PAl.Bks. 

BAlB V :  Penutup, ba lb ini berisi tenta lng kesimpula ln daln salraln yalng 

dialngkalt oleh penulis. 


